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4. Keputusan Me nteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun . 1999 · teutang 
Petunjuk Pelaksanaan dun Peuyesuaian .P~ri;,ti~wu).Jl . dalam 
Penyelenggarnan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; · 1 

5. Keputusan Mcnteri Dalam Negeri Nornor 64 Tahun ! 1999. tentang 
Pedoman Umum Pengaruran Mengenai Desa, / 

I 

2. Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lernbaran Negara I 
Nomor 3839); . · I 

I 
~- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang 

Pencabutan Beberapu Peraturan Menteri Dalam Ne geri, Keputusan 
,:- . Menteri Dalani Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri meugenai 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 . tentang 
Perncrintahan Desa; 

1. Undang-undang Nornor . 12 Tahun 199& tentang "Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daeruh 
Tingkat II Mandailing Natal (Lernbaran Negara Tahun 19~8 Nornor 188, 
Tambahan Lernbaran Negara Nornor 3794); 

\j, '. 

d. bahwa untuk rnelaksanakan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

. . 

b. bahwa dengan semakin rneningkatnya hasil-hasil pembangunan dan 
: -. : .; , untuk menjamin serta meniugkatkan kelangsungan perhbangunan di 

Desa diperlukan adanya kerjasarna dan menghindari · keinungkinan 
,, 1.- :·;,,, terjadinya perselisihan; / , 

I . 
maka dipandang perlu diatur ., 

I 

. . i 
a bahwa Kepala Desa adalah orang pertama yang mengernban tugas dan 

kewajiban sebagai penyelenggara dan tanggung jawab di bidang 
pemerintahan, pernbangunan dan kernasyarakatan . dalam rangka 
penyelenggaraan urusan Pernerintahan Desa, Pemerintahan Da.erah dan 
urusan Pemerinta.han Umum termasuk pernbinaan ketentrarnan dan 
ketertiban; · 

I . 

I• 
I 

DENGAN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA 

KERJASAMA ANT AR DESA 

TRNTANG 

NOMOR: 15 TA HUN 2000 

°I I ' 

PERATURAN DAEllAil KABUPATEN TOBA SAl\10SIR 

• l 1., 

\ 

If.. . .. :.-,,! .•.•.. 'r,,i bahwn sehubungan dengan hal tersebut 
.. , , ... , l,.· :· ,,'.!: .mengenai Kerjasama Antar Desa; 



~~------ ............ a .... 1111111111111111111111 

, I 

[Beberapa Desa dapat rnengadakan kerjasama untuk kepentingan yang ~iatur dengan 
keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati dengan ternbusan kepada Cam at. . . : 

Pasal 2 •: ;I' i. 

BENTUK KERJASAr...!A 

BAB II 

Desa adalah kesatuan rnasyarakar hukum yang merniliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentinganmasyarakut seternpat berdasarkan asal usul dW1 adat istiadatsetempat 
yang diakui dalam sistern Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten; · 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; I 
I . I . 

Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan don Kepa.Ja-Ke~ala Dusun; 
1. 

~~rja~-~~ ~alah suatu usaha bersarna antar Desa yang mengandung unsJ timbal baJik 
, , saling rnenguntungkan dalarn penyelenggaraan pernerintahan, pernbangunan clan 

kemasyarakatan di tingkat Desa; :. 
I . 

Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar !nesa dalam 
1. penyelenggaraan pernerintahan, pernbangunan dan pernbinaan rnasyarakat di tingkat Desa; . 
1, .,, \I ,, : , • . I • i 
' Badan .. Perwakilan Desa adalah badan perwakilan yang terdiri alas pernuka-pemuka 

masyarakar di desa yang borfungsi mengayorni adar istiadat, membuat peraruran desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarukat serta melakukan penra~asatl terhadap 
penyelenggaraan perneritahan desa, I 

i . 

Carnat adalah Kepala Kecamatan; 

Bupati adalah Bupati Toba Samosir; 
I • 
I 

laJam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 ·• . . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG 
KERJASAMA ANTAR DESA. 

MEMUTUSKAN 
I ,'·\ 
~enetapkan 

Dengan Persetujuan 
! . I. • ,.·· l I 

DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTOBA 1AMOSIR 
• I ! ·• f ' ' I :· • 

v , fl t. ''1.h, ! ; ; •. : 

.·,,: 
I 

, 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahuu ·1999 tentang 
.. Pedoman Pengaturan Mengenai Pernbentukan Kelurahan. ' .i , 

- 2 - 

... __ 



104 

I 

tuk memperlancar pelaksanann kerjasama antar Desa dibentuk Badan Kerjasama- dengan 
sonalianya rnengutamakan perangkat desa dari masing-rnasing desa yang bersangkutan, 

"' I 

PELAKSANAAN ¥..ERJA SAMA ' ' t ••• 

Pasal 6 

I, 

BAB III I • ~ • 

. . I.. • . I . : . . : . '.' \ ' ' ; . ' f I 

ia tidak tercapai kata sepakat rnengenai perubahan, penundaan atau pencabulan keputusan 
'Sama sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4, pejabat yang berwenang sebagai mana dirnaksud 
1a.l 3 ayat (2) dapat mengambil keputusan. 

• 

PasalS 

Pasal 4 I 
I I 

lam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencanbutan keputusan bersa~J bani 'berlaku 
elah mendapat pengesahan dari pejubat yang berwenang sebagairnana dimaksud ~aJum Pasal 3 
11 (2). I · 

I Keputusan bersama sebagairnana dirnaksud ayat (1) bani berlaku selelah ru a pengesahan 
d~i: I 

J ... Bupati bagi Desa yang bekerjasama, berada dalam wilayah Kabupaten; , 
.~·., Ma.sing-masing Bupati/Walikota bagi Deaa _yang bekerjasama, berada dalam wilayah 
:···, .. , Kabupaten/Kota yang berlainan te mpat masih dalam satu wilayah Propi~si maupun di 

luar wilayah Propinsi. 1 
I 

mernuat ketentuan- · 

I 
I 
I 

11 •• '.,•:I,, ,I 1.- ·1i '" t I • :. •. I 

).Keputusan bersama seba~aimapa dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (1), 
•. k~~e~t~8:1 .. teqt_~,s)a1:Q.~}~b-~aj berikut: 
· a. · Ruang lingkup b1dang yang dlkerjasamakun; 
b. Susunan organisasi dan personalia; 
c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan; 
d. Pembiayaan; 

i e, Jangka waktu; .•. 
f don lain Jain 

i''. 

Pasal 3 

[Untuk pelaksanaan kerjasama sebagairnana dirnaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) dapat 
dibentuk Badan Kerjasama, 

.. 
),, : ,i; l! \I.: ll .. ·. ' : ' .·•. . 
jl{erjasama· antar Desa meliputi urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan 
'kemasyaraka.tan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi 
masyarakar dan harus mendapat persetujunn dari BPD. 

\ l ~ \f ~ 4 j 0'. 

~ J i I:.. ,'; I '. i , , ; : · . .; , 1., I . , , ' ·1 ' t 

~erja;98!;11a dapat dilakukan antar Desa daJam satu Kecamutan, ant~ .Des~ dalarn satu 
Kahupaten, dan antar Desa yang berbeda Kabupaten daJam satu Propinsi, dan antar Desa 

'yang berbedaPropinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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: · .. I' ! . ' 

... 
. ··.· 

yelesaian perselisihan' ~tar Desa sebagairnana dirnaksud Pasal 12 dilaksanakan secara. 
iyawaralVmufakat yang hasillnya ditetapkan dalam keputusan bersarna yang ditandatangani I 
I Kepala Desa dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang sebagairnana dirnaksud dalam 
al q! 

Pasal 13 

':! • 

ati berkewajiban dan berwenang untuk bertindak clan mengambil keputusan dalam 
teleaa.ian perselisihan antar Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11. 

Pasal 12 

PENYELESAIAN PERSELISlHAN 

BABY 

elisihan yang bersifat hukum publik sebagaimana dirnaksud Pnsal 10 meliputi bidang 
irintahan, pembangunan dan kemasyarakntan yw1g meugukibatkun kerugian b9igi pernerintah 

.dan rnasyarakat di desa yang bersangkutan. 

Pasal 11 

ilisihan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 adalah perselisihan pemerinrahan dalam arti 
ilisihan bersifat hukum publik. · 

Pasal 10 

! . 

I I 

Iisihan dapat terjadi antar Desa dalam satu Kecarnatan, antar Desa yang be~h~da Kecamatan 
11 satu Kabupaten.tantar Desa yang berbeda Kabupa.ten dalam satu Propins], ~;:m antar Desa 
berbeda Propinsi dalem wilayah Negara Kcsuruan Republik Indonesia. 1 

Pasal 9 

· BENTUK PEilSELISIHAN 
', I : ~, .. l 

BAB IV 

... t ' • 

pelaksanaan kerja. sama .antar Desa dibebankan kepada rnasing-rnasing Desa yang 
gkutan. · .. , , '. , 1 • , • I 

Pasal 8 i . 
memperl3!1car .. serta men~apaj d_aya g_una_ dan hasil guna dalam pelaksanF1 kerjasama 

Jesa, Bupati W1!]1b mernberi petunjuk, birnbingan dan pengawasan. :. · 
I 
I 
I 
I 

• 

Pasa1 7 

4 
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EM.BARAN DAERAH KAB UP ATEN TODA s.,\tvl OSlR 
IOMOR 13 TAHUN 2000 SERI D 

( 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

uudangkau di Bulige 
da la11ggal 9 Aguslus . 000 

Drs SABALA TAt-.fPUBOLON 

l -. ,.I l. Cap/rlto 1• II 

( 

r 

U lWATl 'l'OBA SAJvlUSilt. 

Dilelapkan di Balige 
J~~!~l1".!. twqgal 8 Ag!~o:!.~E--~~.QO 

r setiap orang dapal mengetahuinnya, memeri ntahkau pengundaugan Peral urun Daerah ini 
~au menemputkanuya dalam Lemharun Dncrah Kahupatcu Tobu Suruosir. · · 

niran Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 17 
.. 
)engnn bcrlakunya Peruturun Daernh iui, ruukn keleulnun-keleutuuu IHi11 y,11 g 11ll~1.1.7at11r Jrnl 
onng sama dinyalakan dicabut dan tidak berlukn lngi. , 

lul-hal yang beluiu diatur dalurn I\~ra111rn11 Dueruh 1111 aka11 diatur li:·l>il1' lnhiul deugan · 
.eputusan Bupari, 

Pasai 16 

I 

tnan-ketentuan sebagaimana elimaksud dal.un I'eraruran Daerah ini rn ,11,1;1di 11~ dornun hagi 
nntuk melaksanakan kerjasama a11Li1r Desa : . 

I 
Pasal 15 

KEfENTUAN PENUTUP • 
! . 
I 

DAB VJ 

sihan antar Desa yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemerinlah Desu mak:~ pq.iabal yang 
ang dapat bertiudak dan mcngarnbil keputusan dalam penyelesaiun pt·r1elir·ihru1 antar 
~b~aimann dimaksud Pasal 12. : I , 

• I 
I 

, I 

Pasal 1,1 

.. 


